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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara itu sendiri dalam
melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam membiayai pembangunan, pajak
mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar
menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara terus meningkat
membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat potential yang di
gunakan oleh Pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda
pemerintahan. Sektor Pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak
Penghasilan (PPh) yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak
dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para Wajib Pajak akan memenuhi
kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pajak
Penghasilan (PPh) sudah beberapa kali mengalami perubahan Undang — Undang untuk
meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung kebijakan
pembangunan nasional. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf ¢ Angka 2 Undang —undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

1
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Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah terakhir dengan Undang — undang Nomor 36

Tahun 2008.

Semua jenis pajak yang di pungut mmerlukan kepatuhan guna mencapai jumlah
penerimaan pajak yang optimal, salah satu jenis pajak diantaranya adalah Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang
dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri serta
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21; meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa,
penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Menurut
Utomo, Setiawan & Yulianto (2011) bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah
Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang barasal dari modal, penyerahan
Jjasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar

negeri lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tentang penyerahan jasa adalah prosedur adanya
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa yang
merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh Wajib Pajak atupun Badan untuk
mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh, selain itu juga
mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang

terutang. Lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam

2
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melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23
dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran, dan
pelaporannya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan

yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Instasni Pemerintah, baik Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, atau Desa, ditunjuk
sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas belanja pemerintah. Hal ini diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan dan Pencabutan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Pemotongan dan/atau Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak
atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah Bendahara Pemerintah.
Termasuk dalam pengertian Bendahara Pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain

yang menjalankan fungsi yang sama.

Sebagai salah satu Instansi Pemerintah, tentu saja Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta
Timur merupakan objek pajak. Pajak yang wajib dipotong oleh Kantor Imigrasi Kelas |
TPI Jakarta Timur adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
PPh terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
23, dan PPh Pasal 26. Instansi Pemerintah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas
pembayaran : royalti; hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah

dikenai.

3

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran..., Tamalia Indah Purnama S,FEB UHAMKA, 2021.



Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur sebagai pemotong Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas transaksi
pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di dalam Kantor Imigrasi Kelas | TPI
Jakarta Timur yang dipotong oleh Bendaharawan sesuai dengan Undang — undang yang

berlaku.

Bagi pemungut Pajak, pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang
berbeda dibandingkan mekanisme Pemungutan Pajak pada umumnya. Begitu pula dengan
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur yang memiliki perbedaan. Mekanismenya
terlihat jelas pada pihak yang berkewajiban memungut dan melaporkan PPh 23. Jadi, jika
terjadi kegiatan penyerahan BKP/JKP yang dilakukan PKP rekanan kepada pemungut
PPN, maka PPh 23 akan dipungut oleh pemungut PPh 23 dan tidak lagi dipungut PKP
rekanan. Namun, PKP rekanan tetap berkewajiban menerbitkan faktur sebagai bukti
adanya transaksi dan pemungutan PPh 23. Hanya saja, kewajiban untuk memungut,

menyetor, dan melaporkan pajak justru ada pada pembeli selaku pemungut PPh 23.

Latar belakang yang saya angkat dalam pembuatan tugas akhir yang saya buat ini
lebin menekankan tentang Pemotongan, Penyetoran maupun Pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Jakarta Timur yang berstatus sebagai Instansi Pemerintah. Kantor Imigrasi
Kelas I TPl Jakarta Timur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak
Penghasilan pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dapat tercapai.
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Berdasarkan urgensi diatas, untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme
Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
pada Intansi Pemerintah, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir
“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas

I TPI Jakarta Timur (Studi Kasus Pada Instansi Pemerintah)”

1.2. Permasalahan
1.2.1. Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok
permasalahaan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir penulis adalah sebagai
berikut :
1. Mengetauhi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada
Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur.
2. Mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas
Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Mengetahui jumlah setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan
Jasa Kena Pajak (JKP).
1.2.2. Pembatasan Masalah
Batasan masalah dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Penulis adalah

pada mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, serta perhitungan Pajak
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Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) yang

terutang pada Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur.

1.3. Tujuan dan Manfaat penulisan

1.3.1.

1 .GeR

Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Tugas Akhir yang ditulis oleh

penulis, adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur.

2. Untuk memahami cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas
Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).

3. Untuk mengetahui jumlah setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas
Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP).

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang di bisa diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir oleh
penulis, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menjadi sumber pengetahuan baru dan memperluas wawasan
mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 23 dan dalam pelaksanaanya penulisan ini
juga dapat menjadi sarana mempraktikan ilmu yang selama ini sudah di

pelajari selama di bangku perkuliahan
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2. Bagi Perusahaan
Dalam hal ini perusahaan mendapatkan masukan, khususnya mengenai
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas
Pengadaan Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta
Timur.
3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
Menambah informasi serta referensi bagi dunia akademik terutama sebagai
media pengetahuan mahasiswa mengenal Mekanisme Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Pengadaan

Jasa Kena Pajak (JKP) pada Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur.

1.4. Metode Penulisan
Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini, dibuthkan informasi dan data-data
yang berhubungan dengan kajian yang berkaitan dengan pokok bahasan. Jenis Data
yang digunakan adalah :
a. Data Primer
Data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh organisasi yang
menerbitkannya. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan
Pegawai Bagian Keuangan Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur.
b. Data Sekunder
Data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya.
Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai setoran PPh 23 yang ada

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur dan gambaran umum perusahaan,
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seperti : sejarah berdirinya Kantor Imigrasi Kelas | TPl Jakarta Timur, visi

dan misi, dan struktur organisasi.

Sedangkan Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalan pembuatan Laporan

Tugas Akhir yang digunakan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode analisa pekerjaan dan aktivitas

98

Menurut Nazir (1988) yang dikutip secara tidak langsung, mengemukakan
bahwa metode analisa pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang
ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan.

Studi Perpustakaan

Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur
yagn berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa
buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat
dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Dalam studi ini Penulis
lebih banyak menggunakan sumber dari buku dan jurnal.

Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.
Dalam Metode ini dilakukan wawancara dengan Pegawai Bagian Keuangan

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Jakarta Timur.
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